





A. Latar Belakang Masalah 
Pengungsi internasional merupakan salah satu hal yang masih 
menimbulkan permasalahan dunia internasional, terlebih bagi negara tuan 
rumah. Negara tuan rumah akan dituntut untuk memberikan perlindungan 
serta bantuan kepada pengungsi internasional atas nama kemanusiaan. Salah 
satu bentuk perlindungan serta bantuan bagi para pengungsi adalah 
menetapkan status mereka sebagai pengungsi internasional. Dalam 
menetapkan status pengungsi tersebut, negara tuan rumah perlu menjalani 
suatu proses tertentu.  
Salah satu contoh negara yang sering menjadi tuan rumah bagi pengungsi 
dan pencari suaka adalah Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, 
Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara 
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian Indonesia berada 
pada posisi silang yang menjadikan Indonesia berada pada posisi yang 
strategis bagi pergerakan serta tempat transit pengungsi internasional yang 
berasal dari benua Asia yang sebagian besar menuju benua Australia. Data 
kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR (United 
Nations High Commissioner for Refugees) adalah 385 pada tahun 2008; 3,230 
pada tahun 2009; 3,905 pada tahun 2010; 4,052 pada tahun 2011, 7,223 pada 
tahun 2012; 8,332 pada tahun 2013; 5,659  pada tahun 2014; 4,426  pada 
tahun 2015; dan 3,112 di tahun 2016 (http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-
indonesia) 
Dengan letak yang strategis dan meningkatnya jumlah pengungsi yang 
masuk, Indonesia diharuskan untuk memberikan perlindungan serta bantuan 
kepada pengungsi tersebut ketika sudah memasuki wilayah hukum Indonesia. 
Perlindungan tersebut dapat berupa penetapan status ataupun memindahkan  
pengungsi ke negara ketiga.  
Perlindungan pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap 
negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi dan atau pencari suaka 
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merupakan masalah klasik yang telah menjadi isu internasional sejak lama. 
Sudah berabad-abad negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi 
warga asing yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di wilayah 
tempat tinggalnya (Atik Krustiyati, 2012 : 183) 
Upaya perlindungan pengungsi dapat menemui permasalahan ketika 
negara tuan rumah memiliki keterbatasan kewenangan dalam menetapkan 
status pengungsi, seperti yang dialami oleh Indonesia. Indonesia merupakan 
negara yang belum meratifikasi the Convention Relating to the Status of the 
Refugees 1951  dan Protocol Relating to the Status of Refugees, sehingga 
pemerintah Indonesia belum mempunyai kewenangan dalam menetapkan 
pengungsi internasional atau biasa disebut dengan RSD (Refugeee Status 
Determination). Dalam hal negara tuan rumah belum memiliki kewenangan 
dalam menetapkan status pengungsi, kewenangan tersebut terletak pada 
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) sesuai dengan 
mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Hal 
tersebut terlihat pada Pasal 8 yang membahas mengenai pemberian 
perlindungan kepada pengungsi. 
Proses penanganan pengungsi oleh UNHCR terdiri atas beberapa tahap 
yang dimulai dari penangkapan atau registrasi dari calon pengungsi itu 
sendiri. Setelah melakukan proses registrasi, calon pengungsi internasional 
akan mendapatkan semacam attestation letter atau surat-surat yang 
menerangkan bahwa orang tersebut sedang menjalani proses penetapan status 
pengungsi internasional. Karena masih dalam tahap awal maka attestation 
letter dikeluarkan dalam bentuk asylum seeker certificate. Jangka waktu 
sertifikat tersebut bervariasi, namun untuk kategori bagi mereka yang minor 
seperti wanita, anak-anak, orang tua, atau yang sering kita sebut sebagai 
golongan rentan (vulnerable), biasanya mereka akan mendapatkan waktu 
wawancara tahap awal lebih cepat. Jangka waktu sertifikat ini tergantung 
pada jangka waktu tahap awal wawancara. Tetapi untuk golongan biasa, 
jangka waktu biasanya 2 bulan. Setelah 2 bulan mereka akan diminta untuk 
kembali ke UNHCR untuk kemudian mendapatkan pembaharuan dari 
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sertifikat yang telah diberikan tersebut beserta mendapatkan kepastian tanggal 
wawancara tahap awal tersebut. Pemilihan tanggal wawancara tersebut juga 
berdasarkan ketersediaan interpreter (penerjemah) yang ada. Sehingga jadwal 
wawancara bisa aja mencapai bertahun-tahun, dikarenakan karena banyaknya 
calon pengungsi internasional dan juga ketersediaan interpreter.  
Selama proses penentuan sebagai pengungsi internasional, calon 
pengungsi ditempatkan di RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi). Hal 
tersebut merupakan salah satu contoh bahwa penetapan pengungsi 
internasional di Indonesia memakan waktu yang lama. Hal tersebut dapat 
disebabkan karena memang Indonesia belum meratifikasi the Convention 
Relating to the Status of the Refugees 1951 dan Protocol Relating to the 
Status of Refugees 1967 mengenai status pengungsi internasional. Dari tidak 
adanya kewenangan pemerintah Indonesia menetapkan mengenai status 
pengungsi internasional berimbas pada lambatnya penanganan serta 
penetapan pengungsi internasional.  
Lamanya proses penetapan pengungsi internasional merupakan salah satu 
kerugian dari belum diratifikasinya the Convention Relating to the Status of 
the Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. 
Proses yang lama disebabkan karena Pemerintah Indonesia belum 
mempunyai kewenangan untuk menetapkan status bagi pengungsi 
internasional. Sehingga proses penetapan status berada pada UNHCR. Namun 
kenyataannya UNHCR memilik banyak kendala sehingga menyebabkan 
proses penetapan pengungsi memakan waktu yang lama. Kendalanya ialah 
faktor luasnya wilayah Indonesia dan kebijakan pemerintah Indonesia 
terhadap pengaturan pengungsi dan pencari suaka yang bersifat ambivalen, 
disatu sisi terdapat kehendak untuk menerapkan perlakuan standar 
internasional terhadap pengungsi dan pencari suaka yang sangat rentan 
terhadap pelanggaran HAM, namun pada sisi lain di saat bersamaan, 
Indonesia bukan negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 
New York 1967 sehingga tidak ada instrumen hukum nasional yang memadai 
untuk melaksanakannya di lapangan. 
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Pelaksanaan kewenangan oleh UNHCR ini pada kenyataannya melalui 
proses yang memakan waktu lama karena UNHCR hanya sebuah lembaga 
komisariat tinggi PBB yang memiliki banyak keterbatasan ketika melakukan 
proses penetapan status pengungsi di suatu negara yang belum meratifikasi 
Konvensi 1951 dan Protokol New York. Dengan kata lain, Indonesia 
mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi 
secara langsung karena keterbatasan kewenangan yang disebabkan belum 
meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967. Artinya, Indonesia 
belum memiliki suatu instrumen hukum yang dapat menjadi acuan serta 
rujukan untuk menangani permasalahan pengungsi internasional secara 
optimal.  
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang 
urgensi ratifikasi Indonesia terhadap the Convention Relating to the Status of 
the Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967, 
dengan penulisan hukum yang berjudul :“URGENSI INDONESIA 
MERATIFIKASI THE CONVENTION RELATING TO THE STATUS 
OF THE REFUGEES 1951 DAN PROTOCOL RELATING TO THE 
STATUS OF REFUGEES 1967”. 
B. Perumusan Masalah 
Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apa 
urgensi Indonesia meratifikasi the Convention Relating to the Status of the 
Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Obyektif 
Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 
urgensi Indonesia terhadap ratifikasi the Convention Relating to the 
Status of the Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of 
Refugees 1967. 
2. Tujuan Subjektif 
Tujuan subyektif dalam penelitian ini adalah untuk menambah dan 
memperluas wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis dalam 
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bidang Hukum Internasional khususnya mengenai urgensi Indonesia 
terhadap ratifikasi the Convention Relating to the Status of the Refugees 
1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum 
Internasional pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur 
kepustakaan Hukum Internasional tentang pengungsi internasional di 
Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum 
bagi Penulis khususnya mengenai status pengungsi internasional di 
Indonesia. 
2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya 
mahasiswa Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 
menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan 
menggunakan metode ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
penelitian doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum merupakan suatu 
kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai 
kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu 
hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 60). 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
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bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 
2013: 55-56). 
Permasalahan mengenai urgensi Indonesia meratifikasi the 
Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 dan Protocol New 
York 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 dikaji melalui 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. 
b. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan 
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gajala 
lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, 
agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan 
dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka 
baru (Soerjono Soekanto. 2001: 10). Dalam penelitian ini peneliti 
menemukan dan memahami tentang urgensi Indonesia terhadap ratifikasi 
the Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 Protocol 
Relating to the Status of Refugees 1967. 
c. Pendekatan Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam suatu penelitian hukum 
terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan 
informasi guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Adapun 
pendekatan yang dimaksud yaitu pendekatan perundang-undangan (statue 
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 
(historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), 
dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 
2013 : 133-134). 
Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-
undangan (statue approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan 
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menalaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai keterkaitan 
dengan isu hukum yang sedang di teliti. 
Isu hukum yang diteliti adalah mengenai urgensi Indonesia 
meratifikasi the Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 dan 
Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. 
Perundang-undangan ataupun instrumen hukum yang digunakan 
nuntuk menelaah isu hukum tentang urgensi Indonesia meratifikasi The 
Convention Relating to the Status of the Refugees dan Protocol Relating to 
the Status of Refugees 1967 antara lain : 
1) The Convention Relating to the Status of the Refugees 1951. 
2) Protocol Relating to the Status of Refugees 1967. 
3) Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees (Statuta UNHCR) 
4) United Nations Declaration on Territorial Asylum of 1967. 
5) Organization of African Unity Convention. 
6) The 1928 Havana Convention on Asylum. 
7) The 1993 Montevideo Convention on Territorial Asylum and 
Diplomatic Asylum. 
8) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari 
Luar Negeri. 
d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa 
penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu 
hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang 
seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber 
penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang 
berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter 
Mahmud Marzuki, 2013 : 181). Adapun sumber data yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1) Bahan Hukum Primer 
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Merupakan bahan hukum yang terdiri atas regulasi ataupun 
perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti, yaitu : 
a) The Convention Relating to the Status of the Refugees 1951. 
b) Protocol Relating to the Status of Refugees. 
c) Statue of the Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees (Statuta UNHCR) 
d) United Nations Declaration on Territorial Asylum of 1967. 
e) Organization of African Unity Convention 
f) The 1928 Havana Convention on Asylum. 
g) The 1993 Montevideo Convention on Territorial Asylum and 
Diplomatic Asylum. 
h) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari 
Luar Negeri. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini meliputi : 
a) Hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait 
dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi 
maupun jurnal-jurnal hukum. Beberapa penelitian hukum terdahulu 
yang terkait dengan penelitian ini adalah : 
(1) Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari 
Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protocol New York 1967 
oleh Atik Krustiyati yang diterbitkan Jurnal Law Review Volume 
XII No 2 November 2012. 
(2) Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional oleh 
Ayub Torry Satriyo Kusumo yang diterbitkan oleh Jurnal Yustisia 
Edisi Mei-Agustus 2011. 
(3) Pengungsi dan HAM oleh Iin Karita Sakharina yang diterbitkan 
oleh Jurnal Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Volume 
1 Nomor 2 November 2013. 
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(4) Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di 
Indonesia oleh Sigit Riyanto yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum 
Internasional (Indonesian Journal of International Law) pada 
Volume 2 Nomor 1 Oktober 2004. 
(5) India Needs a Refugee Law oleh Saurabh Bhattacharjee yang 
diterbitkan oleh Jurnal Economic and Political Weekly pada 
Volume 43 Nomor 9 (1-7 Maret 2008). 
b) Kamus-kamus hukum, majalah, artikel-artikel hukum dan buku yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 
2013 : 196). 
e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data mempergunakan studi  
kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan mengkaji bahan-bahan 
yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Langkah-langkah 
yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, 
membacanya, dan membuat catatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dibahas. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian 
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. 
f. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan serta 
menghasilkan jawaban dari permasalahan maka perlu suatu bentuk teknik 
analisis data yang tepat. Penganalisaan bahan hukum merupakan tahap yang 
penting karena pada tahap ini data yang terkumpul yaitu data yang berupa 
data sekunder, maka peneliti berusaha mengolah dan menganalisanya. 
Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode deduksi, yaitu 
berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian peneliti tersebut 
menghadirkan objek yang hendak diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 
2005:42). Metode deduksi adalah prosedur penyimpulan logika ilmu 
pengetahuan, yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yang kebenarannya 
telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus. 
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Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari 
kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya. 
Metode Deduksi terdapat Premis Mayor dan Premis Minor dan 
kemudian akan menghasilkan suatu simpulan. Dalam penelitian hukum ini, 
premis mayor adalah apabila pemerintah Indonesia meratifikasi the 
Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 dan Protocol 
Relating to the Status of Refugees 1967, maka pemerintah Indonesia akan 
memiliki kewenangan dalam menetapkan status bagi pengungsi 
internasional yang dating ke Indonesia, selain itu akan terdapat suatu hukum 
yang dapat mengakomodir permasalahan mengenai pengungsi internasional. 
Karena dalam kedua instrumen hukum internasional tersebut telah diatur 
mengenai definisi, status, prinsip-prinsip, serta hak dan kewajiban bagi 
pengungsi internasional.  
Premis minornya adalah, apabila Indonesia tidak meratifikasi the 
Convention Relating to the Status of the Refugees 1951 dan Protocol 
Relating to the Status of Refugees 1967 maka Indonesia tidak akan memiliki 
kewenangan untuk menetapkan status bagi pengungsi internasional yang 
ada di Indonesia, sedangkan hal tersebut penting bagi stabilitas serta 
keamanan negara. Selain itu, Indonesia belum memiliki hukum nasional 
yang dapat mengakomodir permasalahan mengenai pengungsi internasional. 
Premis mayor dan premis minor akan menghasilkan suatu simpulan. 
Pada penelitian hukum ini simpulan yang dihasilkan adalah di Indonesia 
terdapat urgensi untuk meratifikasi the Convention Relating to the Status of 
the Refugees 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 
karena agar Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan status 
pengungsi internasional, kemudian agar terdapat suatu kerangka dasar dan 
legislasi hukum nasional mengenai pengungsi internasional yang dapat 
mengakomodir permasalahan pengungsi internasional secara akurat dan 
optimal.  
g. Sistematika Penulisan Hukum 
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Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka 
penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 
penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-
bab bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadapap 
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Dalam bab pendahuluan ini meliputi : latar belakang masalah, 
perumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metodologi 
penelitian, sistematika penelitian hukum dengan permasalahan yang diteliti.   
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisikan kerangka teori dan kerangka pemikiran. Pada 
kerangka teori terdapat kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul 
dan permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi : tinjauan tentang ratifikasi, 
tinjauan tentang Pengungsi Internasional, tinjauan tentang Hukum Pengungsi 
Internasional, tinjauan tentang Kewenangan dalam Menetapkan Status 
Pengungsi Internasional di Indonesia. 
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisikan tentang uraian hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh penulis dan pembahasannya. 
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini meliputi kesimpulan jawaban pada perumusan masalah 
serta saran maupun yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
